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Setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama dimata hukum. Pada pasal 8 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan, penegakan,
pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah
disamping juga masyarakat. Maka harus dikembangkan mekanisme pelaksanaan
hukum yang bersifat efektif untuk dapat melindungi hak-hak masyarakat, dan yang
terutama hak kelompok rentan. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di
pengadilan Indonesia, pada tahun 2012 lalu Mahkamah Agung Republik Indonesia
telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan Publik. Tolak ukur dalam sukses tidaknya penyelenggaraan
Pelayanan Publik adalah kepuasan publik. Pengadilan Negeri Martapura dan
Pengadilan Agama Martapura dapat dikategorikan sangat baik dalam memberikan
pelayanan serta menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Dalam penerapannya,
untuk menunjang peningkatan kualitas petugas dan sarana disabilitas, telah
terlaksananya penandatanganan MOU terkait kerja sama antara Pengadilan Negeri
Martapura dan Pengadilan Agama Martapura dengan SLB Negeri2 Martapura.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penulisan hukum
empiris. Penelitian hukum yang menggunakan kegiatan penelitian yang dilakukan
terhadap pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dengan melalui pendekatan
yuridis sosiologis. Pengadilan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang
mempunyai tugas yaitu dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat
dalam bidang hukum dan pengadilan. Dasar hukum dari pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas di Indonesia antara lain ialah Undang- Undang Nomor 19
Tahun 2011 yang berisi tentang Pengesahan serta Undang-UndangNomor 8 Tahun
2016 tentang Convention on The Right of Person with Disabilities. Komitmen
Indonesia dalam menjamin hak bagi penyandang disabilitas tercantum didalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemenuhan
hak bagi penyandang disabilitas juga tercantum di dalam Undang- Undang Nomor 39
tentang Hak Asasi Manusia.



Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang
disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan pasal 36 UU No. 8/2016.
Menyediakan akomodasi atau sarana prasarana yang ramah akan penyandang
disabilitas menjadi kewajiban bagi Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan
Agama Martapura. Pada Pengadilan Negeri Martapura untuk perkarayang memiliki
kaitan dengan penyandang disabilitas relatif sangat sedikit, sedangkan pada tahun
2022-2023 terdapat 14 orang penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum
datang ke Pengadilan Agama Martapura. Ketersediaan sarana menjadiperhatian khusus
bagi para pegawai di Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Negeri Martapura,
yakni sarana dan prasarana (aksesibilitas fisik) dan pelayanan(aksesibilitas non fisik).
Aksesibilitas fisik yaitu kursi roda, guiding block, toilet disabilitas, dan kursi sholat.
Sedangkan aksesibilitas non fisik seperti informasi audio visual, dan aplikasi khusus
penyandang disabilitas di website pengadilan. Dalam UU No. 8/2016 pada pasal 2
tentang pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan tanpa
diskriminasi. Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura juga
memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang memiliki keterkaitan SOP
kepaniteraan perdata umum/khusus dan pidana umum/khusus, serta SOP untuk PTSP
bagi penyandang disabilitas selain panduan nasional.

Waktu untuk pengadaan sarana dan prasarana penyandang disabilitas ini berada ialah
kurang dari 1 tahun. Selama 2022, Pengadilan Negeri Martapura telah menyediakan
anggaran untuk penyandang disabilitas sebesar 20-30 juta rupiah. Sedangkan anggaran
yang disediakan oleh Pengadilan Agama Martapura ialah sebesar 30-35 jutarupiah.
Pengadilan Negeri Martapura merasa bahwa adanya keterlambatan dengan tersedianya
pegawai tambahan yang memiliki keahlian spesifik ataupun bersertifikat seperti
pendamping disabilitas, penerjemah, atau petugas lain yang terkait yang dapat
memahami kebutuhan dan dapat berinteraksi secara baik dengan penyandang
disabilitas. Cara Pengadilan Negeri Martapura untuk mengatasi itu ialah dengan
menjalin hubungan yang baik dengan SLB Negeri 2 Martapura serta dokter dari
PUSKESMAS terdekat. Terdapat juga hambatan lain dalam pemenuhan hak
penyandang disabilitas, dalam PP No. 39/2020 di jelaskan bahwa penilaian personal
diajukan kepada dokter, psikolog atau psikiater untuk menentukan kebutuhan
akomodasi yang layak secara medis maupun psikis.
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ABSTRAK

Pemerintah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai
dengan UU No. 8/2016. Pemerintah memiliki peran penting untuk menyediakan
fasilitas akomodasi yang layak dan ramah untuk para penyandang disabilitas.
kewajiban tersebut ditindak lanjuti dengan PP No. 39/2020. Pengadilan Negeri
Martapura dan Pengadilan Agama Martapura adalah layanan peradilan yang
menyediakan fasilitas akomodasi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuanuntuk
mengetahui ketersediaan akses peradilan bagi penyandang disabilitas dengan fakta
yang terjadi di Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura.
Metode yang digunakan adalah penulisan hukum empiris atau Penelitian hukum yang
menggunakan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan suatu
peraturan perundang-undangan dengan melalui pendekatan yuridis sosiologis.

Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura mengupayakan
pelayanan berupa aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik bagi penyandang
disabilitas. Melakukan penandatanganan MOU dengan SLB Negeri 2 Martapura agar
dapat menjalin kerjasama dalam menyediakan akomodasi layak. Dalam
pelaksanaannya masih ada hambatan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Belum tersedianya pegawai khusus bersertifikasi dan berpengalaman yang dapat
membantu segala kebutuhan penyandang disabilitas di pengadilan. Serta pada PP No.
39/2020 yaitu mewajibkan untuk setiap pengadilan melakukan penilaian personal yang
diajukan kepada dokter, psikolog atau psikiater untuk menentukan kebutuhan
akomodasi yang layak secara medis maupun psikis.

Kata kunci (keyword) : layanan peradilan, penyandang disabilitas, pengadilan
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